SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pendidikan
serta melaksanakan visi pembangunan SDM di Kota
Depok telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan,;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor S5/PUU-X/2012 dalam Pokok Perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lebih
dikenal oleh masyarakat sebagai gugatan terhadap
sekolah dengan status SBI dan RSBI, diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2013
dengan membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah
Berstandar Internasional (SBI), hal ini berarti keberadaan
RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia;



Mengingat

bahwa  berdasarkan  matriks pembagian  urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah pusat dan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya
pada Bidang Pendidikan dinyatakan bahwa kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota meliputi pengelolaan pendidikan
dasar dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal, sementara pengelolaan pendidikan
menengah dan pengelolaan pendidikan khusus menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;

bahwa dalam rangka melaksanakan putusan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka peraturan
daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2010 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi
pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan
yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan
atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta
didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan
pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan
pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan
pendidikan.

Satuan  pendidikan adalah  kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan anak wusia dini adalah suatu wupaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun

sampai dengan 6 (enam) tahun.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada
jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan
dasar dan pendidikan menengah.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah, yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada
satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah
Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain
yang sederajat.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar
di dalam binaan Kementerian Agama.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI
atau bentuk lain yang sederajat.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang

sederajat.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal
berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan
pendidikan.

Kurikulum  adalah seperangkat  rencana  dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran,
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal
yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang
saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan
dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf
kehidupannya.

Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai
kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Pendidikan  berbasis keunggulan lokal adalah
pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi
Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh
dan untuk masyarakat.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga

dan lingkungan.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Organisasi  profesi adalah  kumpulan  anggota
masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang
berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri
yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik,
komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh
masyarakat yang peduli pendidikan.

Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok,
penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing
yang tinggal di Kota Depok.

Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang pendidikan.

Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat
yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari
secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan
lain yang bermanfaat bagi kehidupan.

Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat
yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari
secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi
kehidupan.

Budaya kreatif adalah kemampuan warga masyarakat
untuk melakukan inovasi dan kreasi, melakukan
terobosan dan menemukan hal-hal baru, untuk
meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain
yang bermanfaat bagi kehidupan.

Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat
yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari
secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan
pengetahuan.

Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan
warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-
hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk

belajar di luar jam sekolah.



42. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap,
berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan

memperoleh keuntungan dan/atau laba.

. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah Kota mendukung terselenggaranya
program wajib belajar 12 tahun.

(2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib melaksanakan
program wajib belajar 12 tahun.

(3) Dalam pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih dioptimalkan pada
pelaksanaan program pendidikan setara
SMA/SMK/MA/MAK/atau program Paket C.

(4) Dihapus.

. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran
pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kota
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan
akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20% dari jumlah
APBD.

(3) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran
untuk bantuan operasional sekolah baik negeri
maupun swasta yang bersumber dari anggaran
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran
untuk program peningkatan kualitas pendidik, tenaga
kependidikan, dan sumber belajar masyarakat paling

banyak 10 % dari anggaran dinas.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Wali Kota.

. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah Kota mengarahkan, membimbing,
mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan
penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang
pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan
dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan
nasional.

(2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan
pihak dunia usaha untuk mengembangkan
mekanisme pendidikan link & match, serta
meningkatkan kapasitas peserta didik pada jenjang
sekolah pendidikan dasar, anak usia dini dan/atau

nonformal.

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Kota mengakui, memfasilitasi,
membina, dan melindungi program dan/atau satuan
pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan dan/atau
memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan
pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi
Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan
menjadi program dan/atau satuan pendidikan
berbasis keunggulan lokal.

(3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi akreditasi
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2).
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(4) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi sertifikasi
pada program dan/atau satuan  pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19
Penyelenggara satuan  pendidikan yang  didirikan
masyarakat wajib mendukung terselenggarannya program

wajib belajar 12 tahun.

. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi
penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program
pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan
pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan
pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan
oleh  penyelenggara, serta Standar Nasional
Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
menyelenggarakan satuan dan/atau program
pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan anak usia
dini dan/atau pendidikan nonformal bekerja sama
dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang
melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
memfasilitasi:

a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;

c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
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d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 24

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi
satuan atau program pendidikan yang berbasis
keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi
perintisan satuan atau program pendidikan yang
sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan wuntuk dikembangkan menjadi satuan
atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi akreditasi satuan atau
program pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi sertifikasi pada satuan atau
program pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 28

Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak
usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan
prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pengelolaan satuan atau program sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan

evaluasi yang transparan.

12



10. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 30

Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 merupakan penjabaran dari kebijakan
pendidikan nasional, provinsi, kota, dan
penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini dan
satuan pendidikan dasar dituangkan dalam:
a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan

satuan pendidikan; dan
c. peraturan satuan atau program pendidikan.
Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :

a. satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;
b. lembaga representasi pemangku kepentingan

satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;

C. peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan;

d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan;

e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
atau program pendidikan yang
bersangkutan;dan

f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan.

Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan

selaras dengan:

a. kebijakan pemerintah;

b. kebijakan pemerintah provinsi;
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11.

(5)

c. kebijakan pemerintah kota; dan

d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat.

Satuan atau program pendidikan mengalokasikan

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan

nasional di satuan dan/atau program pendidikan

yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 34
Satuan atau program pendidikan wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman
pada kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kota,
dan penyelenggara satuan pendidikan serta Standar
Nasional Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), satuan atau program
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
bekerja sama dengan unit pelaksana teknis
Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan
mutu pendidikan.
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau
program pendidikan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengikuti :
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;

sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

12. Pasal 35 dihapus.
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13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi

sebagai berikut :

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini; dan

b. pendidikan dasar.

14. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) tetap, dengan perubahan
penjelasan Pasal 50 ayat (3), sehingga penjelasan Pasal 50
ayat (3) menjadi sebagaimana ditetapkan dalam

penjelasan pasal demi pasal Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 56 pada BAB VI
Penyelenggaraan Pendidikan Formal diubah, sehingga
Bagian Keempat Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Pendidikan Dasar pada SMP
atau Bentuk Lain yang Sederajat
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 56
(1) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang
sederajat berfungsi:

a. mengembangkan, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak
mulia, dan kepribadian Iluhur yang telah
dikenalinya;

b. mengembangkan, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta
tanah air yang telah dikenalinya serta cinta

lingkungan hidup;
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16.

17.

18.

c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan
dan teknologi;

d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan
kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;

e. mengembangkan karakter kewirausahaan;
mengembangkan bakat dan kemampuan di
bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan
kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan menengah dan/atau untuk hidup

mandiri di masyarakat;

Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 Berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 57
Pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat
bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
b. Dberilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif dan
berkarakter wirausaha;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung

jawab.

Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 Berbunyi
sebagai berikut :
Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 58
SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga)
tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan),

dan kelas 9 (sembilan).

Ketentuan Pasal 59 dihapus.
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19. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi

21.

sebagai berikut :

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 61
SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima
warga negara berusia paling tinggi 15 (lima belas)
tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas
daya tampungnya.
Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat
dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari
psikolog profesional.
Dalam hal tidak ada psikolog profesional,
rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru
satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai
dengan batas daya tampungnya.
SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib
menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan

khusus.

Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

Pasal 62

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi
satuan pendidikan yang secara khusus dirancang
untuk melayani peserta didik dari kelompok gender

atau agama tertentu.

22. Pasal 63 dihapus.
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23. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf d dihapus dan

ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (4) diubah,

dan ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h,

sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi
penyelenggaraan satuan pendidikan dan program
pendidikan nonformal.

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan
pendidikan:

a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan atau
bentuk lain yang sejenis;

b. kelompok belajar serta bentuk lain yang sejenis;

c. pusat kegiatan belajar masyarakat atau bentuk
lain yang sejenis;

d. dihapus;

e. pendidikan anak usia dini jalur non formal; dan

f. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berbentuk
satuan pendidikan non formal sejenis.

(3) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyelenggarakan
pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

b. mengembangkan sikap dan kepribadian
profesional;
mempersiapkan diri untuk bekerja;

d. meningkatkan kompetensi vokasional,

e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau

f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.
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(4) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan

huruf f menyelenggarakan pendidikan bagi warga

masyarakat untuk:

a.
b.

C.

memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
mengembangkan sikap dan kepribadian
profesional;

mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.

(5) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

o

o o

5t 0

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan anak usia dini;

pendidikan kepemudaan;

pendidikan pemberdayaan perempuan;
pendidikan keaksaraan,;

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
pendidikan kesetaraan;

Pendidikan lain yang  ditujukan  untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik.

24. Pasal 71 dihapus.

25. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Pasal 72A

(1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan unit pelaksana

teknis dinas yang menangani urusan pendidikan yang

berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.

(2) Satuan pendidikan nonformal (PNF) sejenis merupakan

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

program pendidikan nonformal.
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26. Ketentuan Pasal 77 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 77

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Paragraf 5
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 77
Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi
warga masyarakat yang buta aksara Latin agar
mereka dapat membaca, menulis, berhitung,
berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar,
yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi
diri.
Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan
kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung,
dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta
pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Program  pendidikan keaksaraan memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat
usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat
membaca, menulis, berhitung dan/atau
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Pendidikan  keaksaraan  meliputi  pendidikan
keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan,
dan pendidikan keaksaraan mandiri.
Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan
dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi
keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberi surat keterangan melek aksara.

Dihapus.
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27. Ketentuan Pasal 80 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus

serta ayat (7) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai

berikut:
Paragraf 8
Penyetaraan Hasil Pendidikan
Pasal 80
(1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara

(2)

(3)

— e —

Jd o gL

~J

dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji

kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah  sesuai

kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Program Paket A, Program Paket B, Program

Paket C, dan Program Paket C Kejuruan

dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk program kecakapan hidup dapat

dilaksanakan untuk:

a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan
kompetensi mata pelajaran vokasi pada
jenjang pendidikan menengah; atau

b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan
kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang
pendidikan tinggi.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

28. Ketentuan BAB VIII Pasal 81 dan Pasal 82 dihapus.
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29.

30.

Ketentuan BAB IX Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86,
Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan dan
Pasal 92 dihapus.

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB dan

10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 92A, Pasal 92B,

Pasal 92C, Pasal 92D, Pasal 92E, Pasal 92F, Pasal 92G,

Pasal 92H, Pasal 92I, dan Pasal 92J sehingga berbunyi

sebagai berikut:

BAB IXA
PENDIDIKAN INKLUSIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 92A

Pendidikan inklusif bertujuan:

a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan
fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya,;

b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang
menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif
bagi semua peserta didik sebagaimana yang
dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 92B

(1) Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental dan sosial berfungsi
untuk mengembangkan potensi peserta didik
seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan nasional.

(2) Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
berfungsi mengembangkan potensi keunggulan
peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan nasional.

22



(2)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Inklusif
Pasal 92C

Pemerintah Daerah Kota mendukung
terselenggaranya pendidikan inklusif pada satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
Penyelenggaraan  pendidikan  khusus  melalui
pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh satuan pendidikan
umum.
Pemerintah Daerah Kota menunjuk paling sedikit 1
(satu) satuan pendidikan dasar pada setiap
kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan
inklusif.
Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
dasar calon pemberi layanan pendidikan inklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang
memiliki:
a. peserta didik berkebutuhan khusus;
b. guru pendidikan khusus/guru pendamping

khusus;
c. kurikulum nasional yang diadaptasikan dengan

kondisi peserta didik; dan
d. prasarana dan sarana sesuai kebutuhan peserta

didik.

Pasal 92D

Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan
khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus
dengan sistem layanan pendidikan inklusif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A, meliputi:
a. TK/RA;
b. SD/MI; dan
c. SMP/MTs.
Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan
khusus untuk peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan sistem
layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, meliputi:
a. SD/MI; dan
b. SMP/MTs.
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31.

32.

33.

Pasal 92E

(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan
kepada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan
pendidikan RA, MI, dan MTs, berkoordinasi dengan
Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Depok.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan oleh Dinas.

Pasal 92F
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif,

diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Ketentuan BAB X Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96

dihapus.

Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 99
(1) Pemerintah Daerah Kota mengelola dan
menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang
berbasis keunggulan lokal.
(2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi
penyelenggaraan satuan  pendidikan  berbasis
keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar

yang diselenggarakan masyarakat.

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 100
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 100
(1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 dikembangkan berdasarkan keunggulan
Kota di bidang niaga dan jasa berbasis industri
kreatif, kewirausahaan dan bidang lain sesuai

perkembangan Kota.
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(2)

Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan
menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya
dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait
dengan keunggulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

34. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 101

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 101
Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan
menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan
lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan
sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau
madrasah berbasis keunggulan lokal mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah Kotaatau masyarakat dapat
mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan
lokal dengan persyaratan memenubhi :
a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah
berdiri; dan
b. Pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis
keunggulan lokal yang ditetapkan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku sejak sekolah berdiri.

35. Ketentuan Pasal 103 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) diubah

sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1)

BAB XII
KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ASING
DENGAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 103
Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau
yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan

pendidikan di Kota.
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama
dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada
tingkat program studi atau satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan syarat :

a. memperoleh izin Menteri;
b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
C. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik

pendidikan dasar Warga Negara Indonesia;
d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi
nasional; dan
e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan
jenjang pendidikan dasar bekerjasama dengan
satuan pendidikan di Kota yang berakreditasi A atau
yang setara dari Badan Akreditasi Nasional
sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Nonformal.
Kepemilikan lembaga asing dalam program atau
satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib
mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) pendidik warga negara Indonesia.
Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib
mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh
persen) tenaga  kependidikan warga negara

Indonesia.
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36. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 104

37.

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 104

(1) Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ayat (2) merupakan program atau
satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem
remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik

dan tenaga kependidikan.

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 105
berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kedua
Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan
Pasal 105
(1) Satuan pendidikan anak wusia dini dan satuan
pendidikan dasar di Kota dapat bekerja sama dalam
bidang akademik dengan satuan pendidikan asing
dalam pengelolaan pendidikan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:
a. meningkatkan mutu pendidikan;
b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau
program studi berbasis keunggulan lokal atau
sesuai dengan kesepakatan dalam kerja sama.
(3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk :
a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga
kependidikan;
b. pertukaran peserta didik;
pemanfaatan sumber daya;
d. penyelenggaraan program kembaran,;
e. penyelenggaraan  kegiatan = ekstrakurikuler;
dan/atau

f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

27



38. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) huruf a, huruf b, dan hurufi

diubah, sehingga ketentuan Pasal 109 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 109

Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta  berpartisipasi dalam = menyelenggarakan
pendidikan.

Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a. guru sebagai pendidik profesional mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak wusia dini jalur pendidikan
formal, dan pendidikan dasar;

b. konselor sebagai pendidik profesional
memberikan pelayanan konseling
kepadapeserta didik di satuan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar;

C. pamong belajar sebagai pendidik profesional
mendidik, membimbing, mengajar, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan
mengembangkan model program pembelajaran,
alat pembelajaran, dan pengelolaan
pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;

d. widyaiswara sebagai pendidik profesional
mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik
pada program pendidikan dan pelatihan
prajabatan dan/atau dalam jabatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah kota;

e. tutor sebagai pendidik profesional memberikan
bantuan belajar kepada peserta didik dalam
proses pembelajaran jarak jauh dan/atau
pembelajaran tatap muka pada satuan
pendidikan jalur formal dan nonformal;

f. instruktur  sebagai = pendidik  profesional
memberikan pelatihan teknis kepada peserta

didik pada kursus dan/atau pelatihan;
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fasilitator sebagai pendidik profesional melatih
dan menilai pada lembaga pendidikan dan

pelatihan;

h. pamong pendidikan anak wusia dini sebagai

pendidik profesional mengasuh, membimbing,
melatih, menilai perkembangan anak usia dini
pada kelompok bermain, penitipan anak dan
bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan
nonformal;

guru pembimbing khusus sebagai pendidik
profesional membimbing, mengajar, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik berkelainan
pada satuan pendidikan umum dan/atau
satuan pendidikan keagamaan; dan

nara sumber teknis sebagai pendidik
profesional melatih keterampilan tertentu bagi

peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

39. Ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf c¢, huruf d,

huruf e, dan huruf j diubah, serta huruf k dan huruf 1

dihapus, sehingga ketentuan Pasal 111 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 111

Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 mencakup pengelola
satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti,
pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga
laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga
administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga
kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan
sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan

pendidikan pada pendidikan formal atau

nonformal;
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penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan
pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
pengawas melakukan pemantauan, penilaian,
dan pembinaan pada satuan pendidikan formal
anak usia dini dan pendidikan dasar;

peneliti melakukan penelitian di bidang
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
nonformal;

pengembang atau perekayasa melakukan
penembangan atau perekayasaan di bidang
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
nonformal;

tenaga perpustakaan melaksanakan
pengelolaan  perpustakaan  pada  satuan
pendidikan;

tenaga laboratorium membantu pendidik
mengelola kegiatan praktikum di laboratorium
satuan pendidikan;

teknisi sumber Dbelajar mempersiapkan,
merawat, memperbaiki sarana dan prasarana

pembelajaran pada satuan pendidikan;

tenaga administrasi menyelenggarakan
pelayanan administratif pada satuan
pendidikan;

psikolog memberikan pelayanan bantuan
psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan
pendidik pada pendidikan anak usia dini;
dihapus;

dihapus;

tenaga kebersihan dan keamanan memberikan
pelayanan kebersihan lingkungan dan

keamanan satuan pendidikan.
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40. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi

41.

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 120

Pendirian program atau satuan pendidikan anak
usia dinidan pendidikan dasar yang diselenggarakan
masyarakat, wajib memperoleh izin dari pemerintah
kota.

Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan
dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum
sampai dengan Standar Nasional Pendidikan,
diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan
dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan
lokal, diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang
ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian
izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 130 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 130

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 130

Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan
berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan
nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara satuan pendidikan berbasis
masyarakat dapat mengembangkan pola
penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan
kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
Pemerintah Daerah Kota mendukung
penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
dengan kekhasan agama atau sosial budaya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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42.

43.

44.

45.

Ketentuan Pasal 137 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 137
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 137

(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan mencakup pengawasan administratif dan
teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan nonformal di Kota.

Ketentuan Pasal 148 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 148

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148

(1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan
tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis
keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis
pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau
penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh
Pemerintah Daerah Kota.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan
paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah
Kota.

Di antara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu)
BAB dan 1 (satu) Pasal yani BAB XVIIIA dan Pasal 152A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang
berkaitan dengan penyelenggaran pendidikan dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan daerah ini.

Pasal 153 dihapus.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 November 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

pada tanggal 20 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

WIDYATI RIYANDANI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(14/138/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA

EKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK
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